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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan saat ini yang menunjukkan tugas, fungsi dan kewenangan yang

dimiliki oleh BPKP sebagai badan pengawas internal pemerintah sering dibingungkan dan dibingungkan

dengan tugas, fungsi dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Hal ini sejalan dengan wacana

untuk menggabungkan keduanya satu tubuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

yuridis normatif dengan membandingkan berbagai instrumen hukum yang diberlakukan dalam periode

sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 yang mengatur kedudukan, fungsi dan wewenang BPKP

sebagai pengawas internal berhubungan dan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan

BPK RI juga bertanggung jawab dalam pemeriksaan keuangan negara ke parlemen. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa posisi BPKP dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia saat ini termasuk

Instansi Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan segala tugas, fungsi dan kewenangan diatur melalui

Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan BPK RI adalah lembaga negara yang bertugas

memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara bebas dan mandiri berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Diharapkan di masa depan

penataan kelembagaan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dan pembangunan nasional dapat

disikapi dengan baik melalui reformasi regulasi dan kejelasan tugas, fungsi dan wewenang lembaga

pengawas dan audit.

<br>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis is motivated by the current situation which shows that the duties, functions and authorities

possessed by BPKP as the government's internal supervisory body are often confused and confused with the

duties, functions and BPK RI as an external audit agency. This is in line with the discourse to combine the

two as one body. The research method used is the normative juridical research method by comparing various

legal instruments that were enacted in the period before and after the amendment to the 1945 Constitution

which regulates the position, function and authority of the BPKP as an internal supervisor in relation to and

reports directly to the President of the Republic of Indonesia and the BPK RI is also responsible for

examination of state finances to parliament. The results of this study indicate that the position of BPKP in

the State Administration System of the Republic of Indonesia currently includes Non-Ministerial

Government Agencies (LPNK) with all duties, functions and authorities regulated through Presidential

Regulations and Government Regulations. Meanwhile, BPK RI is a state institution in charge of examining

the management and accountability of state finances freely and independently based on the Constitution of
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the Republic of Indonesia, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is hoped that in the

future the institutional arrangement for supervision and examination of state finances and national

development can be addressed properly through regulatory reform and clarity of duties, functions and

authorities of the supervisory and audit institutions.


